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WALIKOTA MAGELANG

PERATURAN WALIKOTA MAGELANG
NOMOR 20 TAHUN 2009

TENTANG

PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2008

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA MAGELANG,

bahwa memenuhi ketentuan Pasal 9 Peraturan Daerah Kota Magelang
Nomor 6 Tahun 2009 tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2008, perlu
ditetapkan Peraturan Walikota Magelang tentang Penjabaran
Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja
Daerah Tahun Anggaran 2008 sebagai rincian lebih lanjut dari
Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah Tahun Anggaran 2008,;

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan
Daerah-daerah Kota Kecil Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur,

Jawa Tengah dan Jawa Barat;

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan
Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor
68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3312)
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun
1994 tentang Perubahan atas Undang — Undang Nomor 12 Tahqn
1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 3569);

3. Undang — Undang..............
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10.

11.

. Undang-

: Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentan j n
Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Ingdi?:;i ?:t?i?:hlg;
Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
3685) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34
Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang — Undang Nomor 18
Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246 Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048);

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak
Atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 1997 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3688);

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara
Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 385 1);

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4389);

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan
Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan
Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 4421);

Undang — Undang Nomor 32 Tahun 2004.tentang Pemerintahan
Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tah‘un 2004 Nomor
125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonpsm Nomor 4437 )
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahap Kedua atas
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 t-entang Pemerintahan Daerah
( Lembaran Negara Republik Indonesia Ta_hun 2008 Nomor 59,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

...........

12. Undang — Undang



12. Undang-Undang
Keuangan antara
(Lembaran Negara
Tambahan Lembaran

Nomor .33 Tahun 2004 tentang Perimbangan
Pemerintah Pusat dap Pemerintahan Daerah

Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126,
Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 108 Tahu
Pertanggungjawaban Kepala Daerah
Indonesia Tahun 2000 Nomor 209,
Republik Indonesia Nomor 4027),

n 2000 tentang Tata Cara
(Lembaran Negara Republik
Tambahan Lembaran Negara

14. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan
Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);

15. Peraturan Pemerintah Nomor 20 tahun 2001 Tentang Pembinaan dan
Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah ( Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 41, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4138 )

16. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 Tentang Pajak Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 118,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 41 38);

17. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor
118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139);

18. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan
Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4416 ) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor
37 tahun 2005 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 24
Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan
dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ( Lembaran Negara
Republik Indonesia tahun 2005 Nomor 94, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4712 );

19. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan
Keuangan Badan Layanan Umum ( Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4502 );

20. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standz.lr
Akuntansi Pemerintahan ( Lembaran Negara Republik Indones.ia
Tahun 2005 Nomor 49 , Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 4503 );

i 5 tentang Pinjaman

21. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 20_0
Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tghun 2005 Nomor
136 . Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4574 );

22. Peraturan Pemerintah ............
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28.

29.

30,

31

Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana
Perimbangan ( Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2005

Ij;;lgo)r 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi
Keuangan Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4576 );

Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah
( Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 139 Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4577 );

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan
Keuangan Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005

Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4578 );

Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman
Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal ( Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614 );

Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman
Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593 );

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan
Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah ( Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4614 );

Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan
Penyelenggaraan  Pemerintahan  Daerah kepada Pemerintah,
Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah kepada Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan
Pemerintahan kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4693 );.

Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian
Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah
Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota ( Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan
Lembaga Negara Republik Indonesia Nomor 4737 );

Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2903 tentang Pedoman
Pelaksanaan Pengadaan Barang/ Jasa Pemeru.ltah sebagmma_na telah
diubah beberapa kali terakhir Peraturan Presiden No_mor 95 Tahun
2007 tentang Perubahan Ketujuh atas Keputusan Presiden Nomor 80
Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/ Jasa

Pemerintah;

32. Peraturan Presiden
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Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan,
Pengundangan dan Penyebarluasan Peraturan Perundang - Undangan;

Peraturan.Dgerah Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintah
yang menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah Kota Magelang;

Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Susunan, Kedudukan

dan Tugas Pokok Organisasi Sekretariat Daerah dan Sekretariat
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;

Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2008 tentang Susunan, Kedudukan
dan Tugas Pokok Organisasi Dinas Daerah;

Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2008 tentang Susunan, Kedudukan
dan Tugas P_okok Organisasi Lembaga Teknis Daerah, Badan
Pelayanan Perizinan Terpadu dan Satuan Polisi Pamong Praja;

Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Susunan, Kedudukan
dan Tugas Pokok Organisasi Kecamatan dan Kelurahan;

Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 1 Tahun 2008 tentang
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2008
(Lembaran Daerah Kota Magelang Tahun 2008 Nomor 1 );

Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 9 Tahun 2008 tentang
Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran
2008 ( Lembaran Daerah Kota Magelang Tahun 2008 Nomor 9 ).

Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 2 Tahun 2009 tentang
Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;

Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 6 Tahun 2009 tentang
Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2008 ;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang
Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 :I'ahun 2007
tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13
Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

MEMUTUSKAN :

PERATURAN WALIKOTA MAGELANG TENTANG PENJABARAN

PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN

2008.



Pasal 1

oran Realisasi Anggaran Tahun Anggaran 2008 terdiri atas -

Lap

|. Pendapatan
a. Pendapatan Asli Daerah Rp. 40.506.552.463,00
b. Dana Perimbangan Rp. 302.133.885.989,00

c. Lain-lain Pendapatan Yang Sah Rp. 18.253.725.339.00

Jumlah Pendapatan Rp.  360.894.163.791,00

2. Belanja

a. Belanja Tidak Langsung

1) Belanja Pegawai Rp. 176.031.852.307,00
2) Belanja Hibah Rp. 4.887.319.000,00
3) Belanja Bantuan Sosial Rp. 3.976.300.800,00
4) Belanja Bagi Hasil Rp. 207.344.300,00

5) Belanja Tidak Terduga Rp. 4.553.151.500,00

Jumlah Belanja Tidak Langsung Rp. 189.655.967.907,00

b. Belanja Langsung

1) Belanja Pegawai Rp. 24.800.430.651,00

2) Belanja Barang dan Jasa Rp. 99.216.400.864,00

3) Belanja Modal Rp. 72.451.726.007.00
Jumlah Belanja Langsung Rp. 196.468.557.522,00
Jumlah Belanja Rp. 386.124.525.429,00
( Defisit ) Rp. (25.230.361.638,00 )

3. Pembiayaan :

a. Penerimaan Rp. 109.211.346.580,00
b. Pengeluaran Rp.  2.248.000.000,00
Jumlah Pembiayaan Netto Rp. 106.963.346.580,00

Sisa lebih pembiayaan anggaran tahun berkenan Rp.  81.732.984.942,00

Pasal 2

Ringkasan Laporan Realisasi Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam
Mpiran I Peraturan Walikota ini.

Pasal 3 .......



Pasal 3

Ringkasan Laporan Realisasi Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dirinci lebih
janjut ke dalam penjabaran laporan realisasi anggaran .

Pasal 4

Penjabaran Laporan Realisasi Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 tercantum
dalam Lampiran II Peraturan Walikota ini.

Pasal 5

Lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 4 merupakan bagian yang tidak
terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Pasal 6
Peraturan Walikota Magelang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya , memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini
dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Magelang.

Ditetapkan di Magelang
pada tanggal 16 Juli 2009

WALIKOTA MAGELANG

My

FAHRIYANTO

D;L:j”dangkan di Magelang
a tanggal 16 Juli 2009.

B :
ERITA DAERAH KOTA MAGELANG TAHUN 2009 NOMOR 20



